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ABSTRAK

MIRANTI ANGKAREDA, H1118243. KEWENANGAN NOTARIS/PPAT
DALAM PEMBUATAN AKTA JUAL BELI TANAH DI KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW UTARA PROVINSI SULAWESI UTARA

Penelitian ini bertujuan 1.)Ingin mengetahui fungsi dan kewenangan notaris dalam
pembuatan akta jual beli tanah di daerah Boroko Kabupaten Bolaang Mongondow
Utar, 2) Ingin mengetahui dampak hukum dalam pembuatan akta jual beli tanah di
Notaris/PPAT Daerah Boroko Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Dalam
penelitian menggunakan Jenis penelitian empiris jenis penelitian ini adalah
penelitian sosial yang dimana akan mengkaji semua gejala sosial yang terjadi yang
berhubungan dengan peristiwa hukum atau ketetuan hukum yang berlaku
dimasyarakat. Hasil penelitian ini menunjukan:1)Kewengan Notaris/PPAT dalam
pembuatan akta jual beli adalah suatu unsur yang tidak dapat dilepaskan karena
peran Notaris-PPAT sendiri adalah sebagai satu-satunya pejabat yang diberikan
kewenangan oleh Pemerintah untuk membuat akta otentik.2)Dampak hukum dari
adanya pembuatan akta jual beli atas suatu tanah adalah berpindahnya penguasaan
hak atas tanah yang menjadi obyek pembuatan akta jual beli tersebut, penguasaan
hak tersebut dari penjual berpindah kepada pihak pembeli. Dampak hukum lain
yang timbul dari perjanjian jual beli tanah yaitu: 1)Terciptanya syarat-syarat baru
yang berupa peraturan-peraturan atas dasar kesepakatan para pihak yang melakukan
perjanjian.2)Timbulnya kewajiban untuk menaati terhadap Undang-undang yang
tercipta dari adanya kesepakatan para pihak. Dari hasil penelitian ni
direkomendasikan,1)Diperlukan adanya penjelasan secara eksplisit kepada
masyarakat akan tentang pentingnya pembuatan akta jual beli, mengingat ini
menyangkut peralihan hak seseorang kepada orang lain dan peralihan tersebut harus
dapat dibuktikan dengan adanya pembuatan akta jual beli secara tertulis yang
dlh&d] ri oleh kedua belah pihak yang d1 tanda tangam di hadapan Notari s/PPAT 2)

rendah terutama bagl masyarakat kelas menengah kebawah yay
bantuan dalam pembuatan akta jual beli tanah.

Kata kunc: kewenangan notaris/PPAT. akta jual beli tanah
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ABSTRACT

MIRANTI ANGKAREDA. HI1118243. THE AUTHORITY OF A
NOTARY/LAND DEED OFFICIAL IN THE MAKING OF LAND SALE AND
PURCHASE DEED IN THE NORTH BOLAANG MONGONDOW DISTRICT,
NORTH SULAWESI PROVINCE

This study aims 1) to know the function and authority of a notary in making a land
sale and purchase deed in Boroko, North Bolaang Mongondow District, and 2) to
find the legal impact of making a land sale and purchase deed at a Notary'Land
Deed Official in Boroko, North Bolaang Mongondow District. This study employs
the type of empirical research, which is social research examining all social
phenomena occurring related to legal events or legal provisions in society. The
results of this study indicate that: 1) The authority of the Notary/Land Deed Olfficial
in making the land sale and purchase deed is an element inseparable as the role of
the Notary'Land Deed Official itself is the only official authorized by the
Government to write an authentic deed. 2) The legal impact of the existence of a
land sale and purchase deed is the transfer of control of the rights to the land. 11 is
the object of making the land sale and purchase deed. The control of the rights
from the sellers transfers to the buyers. Other legal impacts arising from the land
sale and purchase deed are 1) It is an establishment of new conditions in the form
of regulations based on the agreement of the parties agreeing. 2) The emergence of
an obligation to comply with the law is affected by the agreement of the parties.
Based on the results of this study, it is recommended that: 1) An explicit explanation
is needed to the public about the importance of making a land sale and purchase
deed, considering this involves the transfer of one's rights to another one, and it
must be proven by the existence of a written sale and purchase deed attended by

for those lower-middle-class people who need assistance in making
purchase deed.
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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Menjamin kepastian negara hukum, yaitu adanya perlindungan hukum
berupa keadilan dan kebenaran agar manusia memiliki rasa aman. Hukum harus
dilaksanakan, tetapi dalam implikasinya hukum dapat berjalan dengan efektif,
normal dan tertib, tetapi dapat juga terjadi pelanggaran hukum. Notaris memegang
peranan yang sangat penting dalam mewujudkan terciptanya perlindungan dan
kepastian hukum bagi setiap elemen masyarakat, lebih bersifat preventif atau
preventif dalam terjadinya permasalahan hukum dengan membuat akta otentik
yang dibuat dihadapannya terkait dengan status hukum, dalam hukum terdapat
hak dan kewajiban yang berfungsi sebagai alat bukti. yang sempurna jika terjadi
sengketa hak dan kewajiban di pengadilan.’'

Sebagai alat bukti tertulis, apa yang dinyatakan dalam akta notaris harus
diterima, kecuali pihak yang berkepentingan dapat membuktikan sebaliknya
secara memuaskan di depan sidang pengadilan. dari data dan informasi yang
diberikan oleh para pihak.

Eksistensi notaris sangat penting artinya dalam pembuatan alat-alat bukti
yang bersifat otentik, yang mungkin kelak dipergunakan oleh para pihak dalam

suatu persidangan dipengadilan. Akta otentik memiliki kekuatan pembuktian

'Habib Adjie dan Sjaifurrahcman, 2011, Pertanggung Jawaban Notaris Dalam
Pembuatan Akta, Bandung: Mandar Maju, h. 5



yang terbaik (bewijs volleijg), manfaat terhadap bukti tersebut dianggap
sah tanpa diperlukan lagi pengakuan dari para pihak.’

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, notaris
ialah pejabat umum yang mempunyai kewenangan membuat akta otentik dan
kewenangan lainnya.’

Maka dari itu tugas yang diembanNotaris ialah tugas yang semestinya
merupakan tugas pemerintah, bahwasannya pekerjaaan notaris mempunyai akibat
hukum. Notaris dibebankan sebagian kekuasaan negara dan memberikan pada
aktanya kekuatan eksetorial dan otentik.

Dalam peraturan Undang-Undang Republik Indonesia mengenai tugas
pokok Kepegawaian Notaris selaku pejabat umum yang diangkat oleh negara,
bekerja juga untuk kepentingan negara, akan tetapi demikian notaris bukanlah
pegawai negeri. Sebab Notaris tidak menerima gaji dan hanya menerima
honorarium atau fee dari klieen. Notaris dapat dikatakan ialah pegawai
pemerintah tanpa menerima suatu gaji dari pemerintah. notaris dipensiunkan oleh
pemerintah, akan tetapi tidak menerima pensiun dari pemerintah.

Fungsi Notaris dalamgerak laju pembangunan Nasional yang semakin
maju, dewasa ini tentunya makin berkembang dan makin pesat, karena kelancaran
dan kepastian hukum segenap usaha yang dijalankan oleh segenap pihak makin
banyak dan luas, dan hal ini tentunya tidak terlepas dari pelayanan dan produk

hukum yang dihasilkan oleh Notaris. Pemerintah sebagai yang memberikan

*Sutan Rajasa, Tt, Kamus Ilmiah Populer, (Suraabay: Penerbit Karya Utama). Akta
Otentik ialah akta yang dibuat dan dipersiapkan para notaris atau pejabat resmi lainnya untuk
kepentingan pihak-pihak dalam pembuatan akta.

Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris



sebagian wewenangnya kepada Notaris dan masyarakat banyak tentunya

mempunyai harapan agar pelayanan jasa yang diberikan oleh Notaris benar-benar

memiliki nilai tambah yang dapat diandalkan.

Prihal tentang fungsi Notaris ialah memberikan pelayanan kepentingan
umum dimana merupakan hakekat tugas bidang pemerintahan yang didasarkan
pada asas memberikan dan menjamin adanya rasa kepastian hukum bagi warga
anggota masyarakat. Dalam bidang tertentu, tugas itu oleh Undang-Undang
diberikan kepercayaan pada Notaris, sehingga oleh karenanya masyarakat juga
harus percaya bahwa akta Notaris yang diterbitkan tersebut memberikan kepastian
hukum bagi masyarakat.

Dalam pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang
jabatan Notaris ditegaskan salah satu fungsi dan kewenangan notaris ialah
melahirkan akta secara universal, hal ini disebut sebagai Kewenangan Umum
Notaris, dengan batasan sepanjang:

(1) Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh peraturan
perundang-undangan.

(2) berkaitan akta yang harus dibuat atau berwenang membuat akta otentik
berkaitan semua ketetapan, perbuatan dan perjanjian perbuatan, yang mesti
diharuskan oleh aturan hukum atau dikehendaki oleh orang yang terkait.

(3) berkaitan subjek hukum (badan hukum atau orang) untuk kepentingan siapa
akta itu dibuat atau dikehendaki oleh seseorang yang berkepentingan.

Mengikuti fungsi dan wewenang yang berada pada notaris wewenang

yang



ada pada Notaris tentang Kekuatan pembuktian atas akta notaris dan jabatan
notaris sebagaimana diatur pada pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014,
bahwa dapat disimpulkan ada dua (2) hal ialah :

1) Akta notaris sebagai akta otentik memiliki kekuatan  pembuktian
kemudian tidak perlu wajib dibuktikan atau ada tambahan alat bukti
lainnya, apabila ada pihak/orang yang menilai atau mengatakan tidak
benar tercantum, maka wajib membuktikan penilaian atau pernyataannya
sesuai peraturan hukum yang berlaku.

2) Fungsi tugas jabatan notaris ialah memformulasikan tindakan/keinginan
para pihak kedalam akta otentik melalui mengawasi aturan hukum yang
berlaku. Kekuatan pembuktian akta notaris berhubungan dengan sifat
publik dari jabatan notaris.

a) Lahiriah

Nilai pembuktian akta Notaris dapat terlihat dari aspek lahiriah, akta tersebut

harus dilihat apa adanya, bukan dilihat ada apa. menurut lahiriah tidak perlu

dipersilisihkan dengan alat bukti yang lainnya. Apabila ada yang menilai
bahwa suatu akta Notaris tidak mempunyai standar syarat sebagai akta, maka
yang bersangkutan wajib membuktikan bahwa akta tersebut secara lahiriah
bukan akta otentik.

b) Formal

Secara formal untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari,

tanggal, bulan, tahun, pukul (waktu) menghadap, dan para pihak yang

mengahadap, paraf dan tanda tangan para pihak/penghadap, saksi dan



Notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh
Notaris (pada akta pejabat/berita acara), dan mencatatkan keterangan atau
pernyataan para pihak/penghadap (pada akta pihak)
a) Materiil

Kepastian tentang materi suatu akta sangat penting, bahwa apa yang tersebut
dalam kata merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang
membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum,
kecuali ada pembuktian sebaliknya. Keterangan atau pernyataan yang
dituangkan/dimuat dalam akta pejabat (atau berita acara), atau keterangan
para pihak yang diberikan/disampaikan dihadapan Notaris dan para pihak
harus dinilai benar. Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh
mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan
masyarakat. Sebagaimana antara lain terlihat dalam hubungan bisnis, kegiatan
dibidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial, dan lain-lain, kebutuhan
akan pembuktian tertulis berupa akta otentik makin meningkat sejalan dengan
berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan
ekonomi dan sosial, baik pada tingkat nasional, regional, maupun global.
Melalui akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban,
menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari
permasalahan (sengketa) di waktu yang akan datang. Walaupun permasalahan
(sengketa) yang timbul tersebut tidak dapat dihindari, dalam proses
penyelesaian permasalahan (sengketa) tersebut, akta otentik yang merupakan

alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh memberi sumbangan nyata bagi



penyelesaian perkara secara murah dan cepat, Setiap masyarakat
membutuhkan seseorang (figuur) yang keterangannya dapat diandalkan, dapat
dipercaya, yang tanda tangannya serta segelnya (capnya) memberikan
jaminan dan sebagai alat bukti yang kuat, seorang ahli yang tidak memihak
dan penyuluhan hukum yang tidak ada cacatnya (onkreukbaar atau
unimpeachable), yang tutup mulut, dan membuat suatu perjanjian yang dapat
melindunginya di hari-hari yang akan datang.

Berlainan dengan peran dari seorang advokat dimana ia membela
hak-hak seorang ketika timbul suatu masalah, maka seorang Notaris
mempunyai peranan untuk berusaha mencegah terjadinya masalah pada
massa mendatang

Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1961 tentang pendaftaran tanah,
Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Jawatan Pendaftaran Tanah menurut
ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dan mulai pada tanggal
yang ditetapkan oleh Menteri Agraria untuk masing-masing daerah.

Dalam pasal 19 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1961
tentang pendaftaran tanah dijelaskan setiap pejanjian yang bermaksud
memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah,
menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai
tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akte yang dibuat oleh dan
dihadapan penjabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria (selanjutnya dalam
Peraturan Pemerintah ini disebut : penjabat). Akte tersebut bentuknya

ditetapkan oleh Menteri Agraria.



Dikantor Notaris/ PPAT Bapak Taufik Jan Latamu sepanjang 3
tahunterakhir 2020 sampai dengan 2022 telah menangani pembuatan akta jual beli
tanah di daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara,ada 20 berrkas yang telah
di buatkan akta jual tanah.

Dari hasil uraian diatas peneliti tertarik untuk mengangkat skripsi yang
berjudulKEWENANGAN NOTARIS/PPAT DALAM PEMBUATAN AKTA
JUAL BELI TANAHDI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
UTARA, PROVINSI SULAWESI UTARA.
1.2.Rumusan Masalah

Mengikuti penjelasan latar belakang di atas, bahwa dalam penelitian ini,
peneliti merumuskan, yaitu:

1. Bagaimanakah Kewenangan Notaris/PPAT dalam Pembuatan Akta Jual
Beli Tanah dikantor Noataris/PPAT di Kabupaten Bolaang Mongodow
Utara, Provinsi Sulawesi Utara?

2. Bagaimanakah Dampak hukum dalam Pembuatan Akta jual beli
Tanahyang dilaksakan dihadapan Notaris/PPAT di Kabupaten Bolaang
Mogondow Utara ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berlandaskan pada rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian
adalah sebagai berikut:

1. Ingin mengetahui kewenangan notaris dalam pembuatan akta jual beli

tanah di Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.



2. Ingin mengetahui dampak hukum dalam pembuatan akta jual beli
tanah di Notaris/PPAT Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
1.4. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :
1. Manfaat Teoritis
a. Diharapkan dapat memperkaya literature di bidang ilmu hukum, khususnya
mengenai hukum agraria tentang peran dan wewenang notaris
b. Diharapkan mampu menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya sehingga
dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan
di bidang hukum, khususnya mengenai kenotariatan
2) Manfaat Praktis
a. Bagi pemerintah, karya tulis ini diharapkan dapat menjadi acuan secara
yuridis dalam pembuktian akta otentik dari notaris
b. Bagi masyarakat, karya tulis ini diharapkan dapat memberikan

pengetahuan dan kemudahan dalam proses jual beli tanah melalui notaris
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TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Notaris

“Nota Literaria” biasa juga disebut dengan istilah Notaris ialahkarakter
atau tulisan yang dipakai dalam menuliskan atau menjelaskan ungkapan kalimat
yang disampaikan narasumber. Karakter atau tanda yang dimaksud 1ialah
merupakan tanda yang dipakai dalam penulisan cepat.

Di zaman Belanda Notaris dikenal sebagai Republik der Verenigde
Naderlanden mulai masuk ke Indonesia pada awal abad 17 yang dikenal dengan
Oost Indo. Compagnie di Indonesia. hakikatnya notaris adalah pejabat umum
yang ditugaskan oleh kekuasaan umum untuk melayani kebutuhan warga
masyarakat sebagai alat bukti otentik untuk memberikan kepastian hukum
perdata. jadi sepanjang alat bukti otentik tetap dibutuhkan oleh sistem hukum
negara maka jabatan Notaris akan tetap diperlukan keberadaannya di tengah
masyarakat.*

Notaris ialah pejabat umum yang mempunyai hak untuk membuatkan akta
otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-
undang Nomor 2 Tahun 2014. Pada sistem hukum latin notaris bersifat netral tak
memihak dan perlu melakukan pengawasan pada kebutuhan semua pihak. telah di
jalankannya tindakan hukum tertentu mengenai tanah yang akan DI Daftarkan,

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 1 Notaris adalah

*Wilson Mamdiri Lieputra, 2017, Peran Notaris Dalm perjanjin Jual Belih Tanah dan
Jaminan Perlindungan Hak Bagi Para Pihak,(Sumatra Utara: Universitas Fakultas Hukum).
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pejabat umum yang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya
sebagaimana diatur dalam perundang-undangan, pada penjelasan Pasal 1
Peraturan Jabatan Notaris ini tidak memberikan uraian lengkap mengenai tugas
notaris.Selain membuat akta-akta otentik, Notaris juga untuk mengsahkan
(waarmerken dan legaliseren) surat-surat/akta-akta yang dibuat dibawah tangan,
serta memberikan nasehathukum dan penjelasan mengenai undang-undang kepada
pihak-pihak yang bersangkutan.

Sebagaimana terdapat dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a Undang-undang
Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004
tentang Jabatan Notaris, Notaris memiliki salah satu wewenang mengesahkan
tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan, para pihak
melakukan penandatanganan perjanjian di bawah tangan di hadapan notaris
sehingga notaris dapat mengesahkan tanda tangan dan tanggal penandatanganan.
Dalam prakteknya sering ditemukan surat-surat di bawah tangan yang dikuatkan
oleh pejabat yang tidak berwenang untuk itu misalnya lurah, dimana dalam
perjanjian jual beli tanah, masyarakat sering meminta lurah untuk memberikan
penguatan sebagai yang ‘“mengetahui” terhadap perjanjian yang mereka lakukan,
hal ini terjadi karena memang dahulu lurah dipandang memiliki kekuasaan yang

tinggi sedangkan keberadaan notaris dan PPAT belum sebanyak saat ini.

2.1.1. Tugas wewenang Notaris/PPAT

Diantara tugas dan wewenang notaris yaitu;
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1. Membuat akta pendirian/ anggaran dasar: badan-badan usaha, badan sosial
(vyayasan), koperasi dll, dan mengurus pengesahannya apa jenis badan
usaha.

2. Membuat akta-akta perjanjian, misalnya:

1. Perikatan jual beli tanah
2. Sewa menyewa tanah
3. Hutang piutang
4. Kerjasama
5. Perjanjian kawin
6. Membuat akta wasiat
7. Membuat akta fidusia
8. Melegalisir (mengesahkan kecocokan fotocopy surat-surat)
9. Membuatkan dan mengesahkan (legalisasi) surat-surat di bawah tangan,
misalnya:
a. Surat kuasa
b. Surat pernyataan
c. Surat persetujuan
d. Membuatkan dan mendaftar/ menandai/ mewarmeking surat-surat
di bawah tangan, dan lainnya.’
Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat Akta
Otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan

oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang

Shitps://www.inanews.co.id/2020/05/tugas-dan-wewenang-notaris-ppat/. Diakses Kamis
9 September 2021, pukul 11.37 Wita.
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berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal
pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosee, salinan dan kutipan akta,
semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau
dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-
undang.

Pasal 1 Juncto 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun
2004 perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan
Notaris. Akta Otentik adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan
oleh Undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang
untuk itu ditempat di mana Akta itu dibuatnya.

Keistimewaan suatu akta otentik merupakan suatu bukti yang sempurna
(volleding bewijs-full evident) tentang apa yang dimuat di dalamnya.Artinya
apabila seseorang mengajukan akta resmi kepada Hakim sebagai bukti. Hakim
harus menerima dan menganggap apa yang tertulis dalam akta, merupakan
peristiwa yang sungguh-sungguh telah terjadi dan Hakim tidak boleh
memerintahkan penambahan pembuktian.

Apa yang diperjanjikan, dinyatakan di dalam akta itu adalah benar seperti
apa yang diperjanjikan, dinyatakan oleh para pihak sebagai yang dilihat atau di
dengar oleh Notaris, terutama benar mengenai tanggal akta, tanda tangan di dalam
akta, identitas yang hadir, dan tempat akta itu dibuat.

2.1.2  Jenis-Jenis dan Syarat-Syarat Notaris
Jenis-jenis notaris dibagi menjadi 2 yaitu :

1. Notaris Civil Law
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Notaris civil law merupakan notariat berasal dari italia utara dan juga

dianut dalam sistem hukum Indonesia yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut :
(1) Diangkat oleh penguasa yang berwenang
(2) Bertujuan untuk melayani kepentingan masyarakat umum
(3) Mendapatkan honorarium dari masyarakat.

2. Notaris Common Law

Notaris common law merupakan notaris yang berasal dari negara Inggris
dan Skandinavia yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

(1) Akta tidak dalam bentuk tertentu
(2) Tidak diangkat oleh pejabat penguasa.

Pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat dan memberhentikan
notaris tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004
sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Jabatan Notaris, yaitu Menteri.®

Menteri ialah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang hukum.Dalam Kabinet Hukum dan Hak Asasi Manusia, kewenangan lain
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, yaitu berupa:’

1) penetapan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara
makro;

2) penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;

SLihat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang
Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris pada pasal 1 Angka 12.

"HS H. Salim, 2015, Teknik Pembuatan Akta Satu ( Konsep Teoritis, Kewenangan
Notaris, Bentuk dan Minuta Akta, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, h.38
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3) penectapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi
tenaga professional/ahli serta persyaratan jabatan di bidangnya;

4) pengaturan penetapan perjanjian atau persetujuan internasional yang
disahkan atas nama negara di bidangnya;

5) penetapan kebijakan sistem informasi nasional di bidangnya;

6) pembinaan hukum dan peraturan perundang-undangan nasional,

7) pengesahan dan persetujuan badan hukum di bidangnya;

8) pengesahan di bidang hak atas kekayaan intelektual;

9) kewenangan lain yang melekat dan telah dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti:

a. pengaturan dan pembinaan terhadap bidang persyaratan
keimigrasian dan kenotariatan;

b. pengaturan dan pembinaan terhadap bidang tahanan, benda sitaan
negara dan barang rampasan negara, peradilan, penasihat hukum,
pendaftaran jaminan fidusia, perubahan nama, harta peninggalan,
kepailitan ketatanegaraan dalam bidangnya dan kewarganegaraan;

c. peraturan dan pembinaan di bidang daktoloskopi, grasi, amesti,
abolisi, rehabilitasi dan penyidik pegawai negeri sipil.

d. penerapan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan
hak asasi manusia.

Bila dilahat kewenangan dari Kementrian Hukum dan HAM, nampak jelas
bahwa Kemenhum, tidak hanya berwenang mengangkat notaris, tetapi juga

melaksanakan pengaturan dan pembinaan terhadap bidang persyaratan Notaris.
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Pada intinyatidak setiap orang atau warga Negara dapat diangkat untuk menjadi

notaris, namun yang dapat diangkat menjadi notaris adalah warga negara atau

orang-orang yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan

perundang-undangan. Syarat-syarat itu, meliputi :

1.

2.

warga negara Indonesia

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun

sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat

dari dokter dan psikiater.

. berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan

telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyan
notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-
turut pada kantor notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi
organisasi notaris setelah lulus strata dua kenotariatan

tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat Negara, advokat, atau tidak
sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk

dirangkap dengan jabatan notaris, dan

. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang

telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana
yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.®

Kedelapan syarat itu merupakan syarat kumulatif, artinya bahwa setiap

calon notaris harus memenuhi semua syarat itu. Apabila salah satu syarat itu tidak

$Ibid
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dipenuhi, maka yang bersangkutan tidak dapat diberikan izin praktik
notaris.Dengan adanya izin praktik tersebut, maka dalam waktu paling lambat
(enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengambilan sumpah/janji jabatan
notaris, yang bersangkutan waj ib:’
1. menjalankan jabatannya dengan nyata;
2. menyampaikan berita acara sumpah/janji jabatan notaris kepada:
a. Menteri
b.Organisasi notaris; dan
c. Majelis pengawas daerah.
3. menyampaikan:
a. alamat kantor;
b. contoh tanda tangan dan paraf; serta
c. teraan cap atau stempel jabatan notaris berwarna merah.
Ketiga hal tersebut disampaikan kepada:
a. Menteri;
b. Pejabat lain yang bertanggungjawab di bidang pertanahan;
c. Organisasi notaris;
d. Ketua pengadilan negeri;
e. Majelis pengawas daerah; serta
f. Bupati/walikota di tempat notaris diangkat.
Apabila ketiga hal itu, baik untuk menjalankan jabatannya secara nyata

maupun untuk menyampaikan berita acara dan alamat kantor tidak dilakukan oleh

°Ibid
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notaris, maka ia dapat dikenakan sanksi. Sanksinya berupa, yaitu :
1. peringatan tertulis;
2. pemberhentian sementara;
3. pemberhentian dengan hormat; atau
4. pemberhentian dengan tidak hormat.

Sementara itu, daalam Penjelasan Pasal 29 ayat (1) huruf ¢ Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris telah ditentukan syarat-syarat yang
harus dipenuhi notaris pengganti. Syarat-syarat itu, meliputi:'’

1. fotocopi ijazah paling rendah sarjana hukum yang disahkan oleh
perguruan tinggi yang bersangkutan,

2. fotocopi kartu tanda penduduk yang disahkan oleh notaris;

3. fotokopi akta kelahiran yang disahkan oleh notaris;

4. fotocopi akta perkawinan bagi yang sudah kawin yang disahkan oleh
notaris.

5. surat keterangan kelakuan baik dari kepolisian setempat;

6. surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;

7. pasfoto terbaru berwarna ukuran 3 x 4 cm sebanyak 4 (empat) lembar;dan

8. daftar riwayat hidup.

2.1.3. Wewenang dan Larangan Notaris/PPAT dalam Pembuatan Akta JualBeli

a. Wewenang Notaris/PPAT

""Lihat Penjelasan Pasal 29 ayat (1) huruf ¢ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004
sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris telah
ditentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi notaris
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Wewenang (atau sering pula disebut/ditulis dengan istilah Kewenangan)
merupakan suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur jabatan
yang bersangkutan. Dengan demikian setiap wewenang ada batasannya
sebagaimana yang tercantum dalam peraturan perundang- undangan yang
mengaturnya. Wewenang notaris terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 telah diubah menjadi Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2014.

Wewenang yang diperoleh suatu Jabatan mempunyai sumber
asalnya.Dalam Hukum Administrasi wewenang bisa diperoleh secara Atribusi,
Delegasi atau Mandat. Wewenang secara Atribusi adalah pemberian wewenang
yang baru kepada suatu jabatan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan
atau aturan  hukum. Wewenang secara  Delegasi merupakan
pemindahan/pengalihan wewenang yang ada berdasarkan suatu peraturan
perundang-undangan atau aturan hukum. Dan mandat sebenarnya bukan
pengalihan atau pemindahan wewenang, tapi karena yang berkompeten
berhalangan.

Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 telah diubah menjadi
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014tentang Jabatan Notaris ternyata Notaris
sebagai Pejabat Umum memperoleh  wewenang secara Atribusi, karena
wewenang tersebut diciptakan dan diberikan oleh Unda ng-Undang Jabatan
Notaris sendiri. Jadi wewenang yang diperoleh Notaris bukan berasal dari

lembaga lain, misalnya Departemen Hukum dan HAM.
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Notaris sebagai sebuah jabatan (bukan profesi atau profesi jabatan), dan
jabatan apapun yang ada di Indonesia mempunyai wewenang tersendiri yang
mempunyai dasar hukumnya. Wewenang seorang Pejabat apapun harus jelas dan
tegas dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pejabat atau
jabatan tersebut. Sehingga jika seorang pejabat melakukan suatu tindakan diluar
wewenang disebut sebagai perbuatan melanggar hukum. Sebab oleh itu, suatu
wewenang tidak muncul begitu saja sebagai hasil dari suatu diskusi atau
pembicaraan di belakang meja ataupun karena pembahasan- pembahasan maupun
pendapat-pendapat di lembaga legislatif, tapi wewenang harus dinyatakan dengan
tegas dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.''

Setiap pemberian atau adanya suatu kewenangan senantiasa diikuti pula
dengan kewajiban dan/atau tanggung jawab dari padanya. Oleh karena notaris
diberi kewenangan membuat akta otentik, maka notaris yang bersangkutan
berkewajiban untuk memenuhi segala persyaratan yang telah ditentukan oleh
peraturan perundang-undangan, agar akta yang dibuat itu memenuhi syarat
sebagai akta otentik. Adapun yang menjadi kewenangan notaris, yaitu berupa :

a. Kewenangan Umum

Mengenai wewenang yang harus dipunyai oleh notaris sebagai pejabat
umum untuk membuat suatu akta otentik. Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang
Jabatan Notaris menegaskan bahwa salah satu kewenangan notaris yaitu membuat
akta secara umum. Hal ini dapat disebut sebagai kewenangan umum notaris

dengan batasan sepanjang :

"Profesi ialah merupakan Jabatan bukan profesi jabatan ataupun profesi
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. Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang telah ditetapkan oleh undang-

undang.

Menyangkut akta yang harus dibuat adalah akta otentik mengenai semua
perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum
untuk dibuat atau dikehendaki oleh yang bersangkutan.

Mengenai kepentingan subjek hukumnya yaitu harus jelas untuk
kepentingan siapa suatu akta itu dibuat.

Kewenangan Khusus

Kewenangan notaris dalam Pasal 15 ayat (2) UUJN yang mengatur

mengenai kewenangan khusus notaris untuk melakukan tindakan hukum tertentu,

seperti :

D

2)

3)

4)

S)

6)

7)

Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di
bawah tangan dengan mendaftarkannya di dalam suatu buku khusus
Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftarkannya dalam
suatu buku khusus

Membuat salinan (copy) asli dari surat-surat di bawah tangan berupa
salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam
surat yang bersangkutan ;

Melakukan pengesahan kecocokan antara fotokopi dengan surat aslinya;
Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta ;
Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, atau

Membuat akta risalah lelang

b. Larangan Notaris/PPAT
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Larangan notaris merupakan suatu tindakan yang dilarang untuk dilakukan
oleh notaris. Jika larangan ini dilanggar olehnotaris, maka kepada notaris yang
melanggar akan dikenakan sanksi sebagaimana yang tersebut dalam pasal UUJN.
Dalam hal ini, ada suatu tindakan yang perlu ditegaskan mengenai substansi pasal
17 huruf b, yaitu meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari tujuh hari berturut-
turut tanpa alasan yang sah. Bahwa notaris mempunyai wilayah jabatan satu
provinsi (pasal 18 ayat (2) UUJN)dan mempunyai tempat kedudukan pada satu
kota atau kabupaten pada provinsi tersebut (pasal 18 ayat (1) UUJN). Sebenarnya
yang dilarang adalah meninggalkan wilayah jabatannya (provinsi) lebih dari tujuh
hari kerja.

Dengan demikian, maka dapat ditafsirkan bahwa notaris dilarang untuk
meninggalkan wilayah kedudukan notaris (kota/kabupaten) lebih dari tujuh hari
kerja.Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;

1. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 hari kerja berturut-turut
tanpa alasan yang sah;

2. Merangkap sebagai pegawai negeri;

3. Merangkap sebagai pejabat negara;

4. Merangkap sebagai advokat;

5. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai BUMN, BUMD, atau
badan usaha swasta;

6. Merangkap sebagai pejabat pembuat akta tanah di luar wialayah jabatan
notaris;

7. Menjadi notaris pengganti;
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8. Melakukan profesi lain yang bertentangan dengan norma agama,
kesusilaan atau kepatutan yang dapat memengaruhi kehoramatan dan
martabat jabatan notaris.'?

Notaris hanya berkedudukan di satu tempat di kota/kabupaten, dan
memiliki kewenangan wilayah jabatan seluruh wilayah provinsi dari tempat
kedudukannya. Notaris hanya memiliki 1 kantor, tidak boleh membuka cabang
atau perwakilan dan tidak berwenang secara teratur menjalankan jabatan dari luar
tempat kedudukannya, yang artinya seluruh pembuatan akta harus sebisa mungkin
dlaksanakan di kantor notaris kecuali pembuatan akta-akta tertentu. Notaris dapat
membuat perserikatan perdata, dalam hal ini mendirikan kantor bersama notaris,
dengan tetap memperhatikan kemadirian dan kenetralannya dalam menjalankan
jabatan notaris."

Setiap notaris ditempatkan di suatu daerah berdasarkan formasi notaris.
Formasi notaris ditentukan oleh menteri Hukum dan HAM. dengan
mempertimbangkan usul dari organisasi notaris."*

2.2. Pengertian Akta Jual Beli Tanah

Ketika melakukan tugasnya, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
membuat akta.Istilah atau kata akta dalam bahasa Belanda disebut acta atau akta,
dan dalam bahasa Inggris disebut act atau deed. Akta secara etimologis, menurut

S.J. Fachema Andreas yaitu actaberarti geschrift atau surat. Menurut R. Subekti

“Http:// birojasanotaris.com/info notaris/larangan jabatan notaris menurut psal 17
Undang-Undang Jabatan Notaris. Diunduh Minggu 12 September 2021, Pukul 20.09 Wita

PIbid

“Ibid
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dan R. Tjitrosudibio, kata akta berasal dari Bahasa Latin, yang berarti perbuatan-
perbuatan. '’
2.2.1 Pengertian Akta

Penjelaasan dalam pasal 165 Het Herziene Indonesisch Regelement
(HIR)Staatsblad Tahun 1941 Nomor 84, yaitu surat yang diperbuat demikian oleh
atau dihadapan pengawai yang berwenang untuk membuatnya menjadi bukti yang
cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya maupun berkaitan dengan pihak
lainnya sebagai hubungan hukum, tentang segala hal yang disebut dalam surat itu
sebagai pemberitahuan hubungan langsung dengan perihal pada akta itu. Akta
adalah suatu pernyataan tertulis yang ditandatangani dibuat oleh seorang atau
lebih pihak-pihak dengan maksud dapat digunakan sebagai alat bukti dalam
proses hukum. Ini berarti akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat
peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan, yang dibuat
sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.

Akta bukti tulisan yang berupa akta menurut sifatnya dibagi menjadi 2
(dua), yaitu :

(1) Akta Autentik Yang dimaksud akta autentik menurut Pasal 1868 BW,

adalah akta di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat

oleh dan di hadapan pengawaipengawai umum yang berkuasa untuk itu, di

tempat dimana akta itu dibuatnya. Akta autentik mempunyai kekuatan

pembuktian yang sempurna bagi para pihak beserta seluruh ahli warisnya

atau pihak lain yang mendapatkan hak dari para pihak, sehingga apabila

Urip Santoso, 2016, Pejabat Pembuat Akta Tanah Perspektif Regulasi, Wewenang, dan
Sifat Akta, PrenadaMedia Group, h. 126.
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suatu pihak mengajukan suatu akta autentik, hakim harus menerimanya
dan menganggap apa yang tertulis di dalam akta.'®
(2) . Akta di bawah tangan Yang dimaksud akta di bawah tangan menurut
Pasal 101 huruf b UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana
diubah oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, adalah surat yang
dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan
maksud untuk digunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau
peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya.
2.2.2 Pengertian Jual Beli
Pengertian jual beli, dapat dianalisis dari pengertian yang tercantum di
dalam Undang-Undang, dokrin maupun yang tercantum dalam kamus hukum.
Pengertian itu, disajikan berikut ini :'’

1. Pasal 1457 KUHP Perdata. Jual beli adalah : “Suatu persetujuan, dengan mana
pihak satu mengingat dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak
lain untuk membayar harga yang dijanjikan”.

2. Pasal 549 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Rusia. Istilah jual beli
dalam pasal ini, yaitu the contract of sale real estate merupakan :

“Kontrak yang berkaitan dengan penjualan real estate, dimana penjual
melakukan pengalihan atau pemindahan hak kepemilikan kepada pembeli atas
sebidang tanah, bangunan atas struktur atas sebuah apartemen atau real estate

lainnya”.

l"Soedharyo Soimin, 2017, KUH Perdata, Jakarta: PT Sinar Grafiks. h, 463
'""Hs Salim, 2016, Teknik Pembuatan Akta PPAT, Jakarta : RajaGrafindo Persada,, h.
114.
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3) Pandangan Salim HS. Jual beli adalah : “Suatu perjanjian yang dibuat antara
pihak penjual dan pembeli, dimana pihak penjual berkewajiban untuk
menyerahkan objek jual beli kepada pembeli dan berhak menerima harga, dan
pembeli berkewajiban untuk membayar harga dan berhak menerima objek
tersebut”.

4) Pengertian Tanah
Tanah yang dalam bahasa Inggris, disebut dengan /and, sedangkan dalam
bahasa Belanda, disebut dengan onderground mempunyai kedudukan yang
sangat penting didalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena tanah dapat
dipergunakan untuk pembangunan, bidang pertanian, peternakan,
pertambangan, bahkan saat ini menjadi komoditas yang mempunyai nilai
ekonomi yang tinggi.Tanah merupakan benda tidak bergerak yang dapat
dimilik oleh seorang sehingga sudah sepantasnyahal mengenai tanah diatur
dalam sebuah undang-undang.Sebelum ketentuan di bidang pertanahan diatur
dalam suatu undang-undang, sudah diatur dalam hukum adat yang membagi
kepemilikan atas tanah berdasarkan wilayah.

Jika kita telaah Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor24 Tahun 1997
tentang Pendaftaran Tanah, maka dinyatakan bahwa “bidang tanah adalah
bagian permukaan bumi yang merupakan satuan bidang yang terbatas, dan itu

saja yang merupakan objek dari pendaftaran tanah di Indonesia.
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2.3.Kerangka Pikir

KEWENANGAN NOTARIS/PPAT DALAM
PEMBUATAN AKTA JUAL BELI TANAH

I

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan
Notaris

AN

Bagaimanakah Dampak
hukum Notraris/PPAT dalam
Pembuatan Akta jual beli Tanah?

Bagaimanakah Kewenangan Notaris/
PPAT dalam Pembuatan Akta Jual Beli
Tanah di Kantor Notaris/PPAT ?

1) Terciptanya syarat-syarat baru
yang  berupa  peraturan-

peraturan
(1) Notaris/PPAT berwenang Membuat atas dasar kesepakatan para
akta otentik pihakyang melakukan
perjanjian.

2) Timbulnya kewajiban untuk
menaati terhadap Undang-
undang yang tercipta dari

adanya  kesepakatan  para
nihalr

\/

Adanya Kepastian Hukum Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah Di
Kantor Notaris
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2.4.Definisi Oprasional

)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Kewenanganialah hak untuk melaksanakan sesuatu agar tercapai tujuan
tertentu.

Notaris adalah pejabat umum yang membuat akta otentik dan kewenangan
lainnya sebagaimana diatur dalam perundang-undangan

PPAT adalah pejabat pembuat akta tanah sesuai yang di dalam Undang-
undang

AktaSurat tanda bukti berisi pernyataan (keterangan, pengakuan,
keputusan, dan sebagainya) tentang peristiwa hukum yang dibuat menurut
peraturan yang berlaku, disaksikan dan disahkan oleh pejabat resmi.

Jual beli ialah Suatu persetujuan, dengan mana pihak satu mengingat
dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak lain untuk
membayar harga yang dijanjikan .

Tanahialah permukaan bumi, atau dengan kata lain adalah kulit bumi.
Otentik adalahsebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan
penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat.
Sertifikat ialah surat tanda bukti yang berlaku sebagai alat pembuktian
yang kuat mengenai data yuridis dan data fisik yang termuat di dalamnya
Kepastiaan hukum adalah sebagai kejelasan norma sehingga dapat
dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini.
Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan

ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat.



BAB III

METODELOGI PENELITIAN

3.1.Jenis Penelitian

Dalam setiap Peneltian yang akan dilakukan memiliki cara atau
metode yang berbeda hal ini disesuaikan dengan adanya kebutuhan data
atau informasi yang selalu berbeda-beda cara penyajianya, sehingga dari
pada itu jenis penelitian merupakan hal penentu dalam mencapai tujuan dari
penenlitian tersebut, jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian
ini ialah jenis penelitian empiris atau biasa dikenal dengan istilah penelitian
lapangan, penelitian fakta sosial yang terjadi pada masyarakat.

Jenis penelitian empiris juga dikemukakan oleh bambang waluyo
bahwa jenis penelitian ini adalah penelitian sosial yang dimana akan
mengkaji semua gejala sosial yang terjadi yang berhubungan dengan
peristiwa hukum atau ketetuan hukum yang berlaku dimasyakat, menurut
waluyo penelitian empiris merupakan penelitian yang betul-betul meneliti
mengenai realita hidup yang terjadi serta fakta-fakta yang terjadi di
masyarakat dengan kata lain untuk mendapatkan fakta dan data yang
sesuai.'®

Sehingga apabila dikaitkan dengan judul peneliti mengenai peranan
notaris dalam pembuatan akta jual beli di kantorNotaris/PPAT TAUFIK

JAN LATAMU, S.H., M.Kn dengan Wilayahkerjase-Kabupaten Bolaang

""Bambang Waluyo 2002 Penelitian Hukum Dalam Praktek Jakarta Sinar Grafika h 15
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Mongondow Utara dianggap telah sangat sesuai dengan jenis

penelitian yang akan digunakan.

3.2.0bjek Penelitian

Yang menjadi objek dari penelitian ini adalah wewenang Notaris
dalam pembuatan akta jual beli tanah di Notaris/PPAT TAUFIK JAN
LATAMU, S.H., M.Kndengan Wilayah kerja se-Kabupaten Bolaang
Mongondow Utara

3.3. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Tempat lokasi penelitian yaitu tempat dimana peneliti akan
mengambil dan mencari data penelitian, lokasi yang dianggap sesuai
dengan penelitian ialah Notaris/PPAT TAUFIK JAN LATAMU, S.H.,
M.Kndengan Wilayah kerja se-Kabupaten Bolaang Mongondow Utarayang
dianggap sesuai dan berhubungan dengan judul penelitian sedangkan waktu
penelitian akan dillaksanakan kurang lebih selama 3 (tiga) bulan
sebagaimana dengan aturan pedoman penulisan karya ilmiah pada Fakultas
Hukum Universitas Ichsan Gorontalo."

3.4.Populasi Dan Sampel
1. Populasi
Populasi adalah keseluruhan subyek yang menempati suatu tempat dan

memiliki unsur untuk dijadikan sebagai subjek penelitian, menurut

"Panduan Penulisan Proposal dan Skripsi, 2020, Program Strata Satu (S-1) Fakultas
Hukum Universitas Ichsan Gorontalo



30

soerjono soekanto”” populasi adalah “subyek hukum yang memiliki
karakteristik tertentu dan ditetapkan untuk diteliti”.Adapun populasi
dalam penelitian ini adalah Notaris/PPATse-Kabupaten Bolaang

Mongondow Utara beserta staf.

2. Sampel
Sampel adalah bagian dari pada populasi, menurut Soerjono Soekanto
pengertian sampel adalah?' :
“populasi adalah bagian untuk menjadi responden penelitian sampel
dalam penelitian ditetapkan dengan Purpois Sampling, yaitu sampel
dipilih berdasarkan pertimbagan dan tujuan penelitian”
Sampel dalam penelitian ini adalah di Kantor Notaris/ PPAT Taufik Jan
Latamu, S.H., M.Kn
3.5.Jenis Dan Sumber Data
Sumber data adalah tempat dimana akan dilakukan pengumpulan
beberapa sumber data maupun informasi mengenai Kewenangan
Notaris/PPAT Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah Kantor Notaris/
PPAT Taufik Jan Latamu, S.H., M.Kn. sumber data secara umum dikenal

dengan dua istilah yaitu:

1. Data Primer
Data primer merupakan data yang diperoleh dari lapangan atau

dikenal dengan istilah data yang diambil langsung dan diolah

*%Soerjono Soekanto 1983 Pengantar Penelitian Hukum Rineka Cipta Jakarta Him 65
*'Tbid him 67
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secara langsung oleh peneliti, seperti hasil wawancara, hasil
dokumentasi, dan hasil pengamatan peneliti
2. Data sekunder

Data ini adalah data yang didapatkan melalui studi literatur
dengan cara mengumpulkan semua buku rujukan ilmu hukum,
peraturan perundang-undagan serta beberapa data dan
informasi yang akan diperoleh melalui media baik cetak
maupun media electronik sebagai bahan referensi informasi

penelitian

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini ialah

teknik :

I.

Teknik Studi Lapangan

Adalah cara atau teknik mencari atau mengambil data guna untuk
dikumpulkan sebagai bahan masukan dan informasi kejadian atau
fakta-fakta peristiwa hukum ditengah-tengah masyarakat, teknik
ini lebih mengutamakan peneliti turun langsung kelapangan
mengambil data yaitu melalaui wawancara tanya jawab secara
lisan

Teknik Dokumentasi

Tenik dokumentasi adalah teknik untuk mengamati dan
mengambil foto atau video data sebagai barang bukti objek

penelitian sebagaimana kesahiahan karya ilmiah
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3. Teknik Studi Kepustakaan
Teknik studi kepustakaan Adalah cara mengumpulkan data atau
informasi melalui literatur buku-buku guna melakukan dan
membandingkan hasil penelitian atau teori lainnya teknik ini
berusaha menggambarkan suatu peristiwa hukum dalam
kenyataanya secara normatif
3.7.Teknik Analsis Data
Dalam metode penelitian apabila semua unsur metode penelitian telah
dipenuhi maka akan dilakukan ananlisis data, guna mendapatkan hasil
penelitian analisis data merupakan langkah terakhir dalam penelitian karena
analisis adalah cara memilah-milah dan memisahkan data yang masih
dianggap mentah menjadi data yang dianggap sempurna utuk objek
penelitian
Setelah semuanya dianggap dapat memenuhi dan mewakili data yang
telah dianalisis maka akan dilakukan analisis menggunakan metode
kualitatif yaitu menguraikan secara lisan dalam bentuk susunan kalimat
secara rapi dan teratur guna mendapatka sistematika literatur hukum yang

rapi.



BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

4.1. Hasil Penelitian
4.1.1. Kewenangan Notaris/PPAT dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah
di Kantor Notaris/PPAT Kabupaten Bolaang Mongndow Utara
Sebelum peneliti menjelaskan tentang kewengan Notaris/PPAT dalam
pembuatan jual beli tanah dikantor notaris/PPAT di Kabupaten Bolaang
Mongondow Utara, alangkah baiknya peneliti menjelaskan terlebih dahulu
mengenai jual beli tanah yang berada dalam Undang-Undang Pokok Agraria
Nomor 5 Tahun 1960
A. Perjanjian Jual beli tanah
Jual beli tanah dijelaskan dalam pasal 26 Undang-Undang Pokok Agraria
berkaitan denagan jual beli tanah. Jual beli tanah tidak menyebutkan tentang
pengalihan, kata pengalihan menunjukan suatu perbuatan hukum yang disengaja
untuk memindahkan hak atas tanah kepada pihak lain tanah melalui jual beli,
hibah, tukar-menukar, dan hibah wasiat. Jadi meskipun dalam Pasal hanya
disebutkan dialihkan, termasuk salah satunya adalah perbuatan hukum
pemindahan hak atas tanah karena jual beli.”
Semenjak berlakunya Peratuaran Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961
tentang Pendaftaran Tanah, jual beli atas tanah dilakukan oleh para pihak

dihadapan

*’Lihat Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960
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PPAT yang bertugas membuat aktanya.”

Akta jual beli yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Pejabat Pembuat
Akta Tanah (PPAT) membuktikan bahwa benar telah dilakukan perbuatan hukum
pemindahan hak atas suatu tanah dan disertai dengan pembayaran harga, serta
membuktikan bahwa penerima hak atau pembeli sudah menjadi pemegang hak
yang baru dengan memiliki bukti dari kepemilikan atas tanah tersebut.

Syarat jual beli tanah ada dua, yaitu syarat materiil dan syarat formil,
yaitu:

a. Syarat materil

Syarat materiil sangat menentukan akan sahnya jual beli tanah tersebut

antara lain:

1) Pembeli berhak membeli tanah yang bersangkutan. = Maksudnya adalah
pembeli sebagai penerima hak harus memenuhi syarat untuk memiliki
tanah yang akan dibelinya. Untuk menentukan berhak atau tidaknya si
pembeli memperoleh hak atas tanah yang dibelinya tergantung pada hak
apa yang ada pada tanah tersebut, apakah hak milik, hak guna usaha, hak
guna bangunan, atau hak pakai. Berdasarkan Pasal 21 UUPA, yang dapat
mempunyai hak milik atas suatu tanah hanya warga negara Indonesia
tunggal dan badan-badan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah.

2) Penjual berhak menjual tanah yang bersangkutan. Yang berhak menjual
suatu bidang tanah tentu saja si pemegang yang sah dari hak atas tanah

tersebut yang disebut pemilik. Kalau pemilik sebidang tanah hanya satu

B Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961
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orang, maka ia berhak untuk menjual sendiri tanah itu. Akan tetapi, bila

pemilik tanah adalah dua orang, maka yang berhak menjual tanah itu

adalah kedua orang itu bersama-sama. Tidak boleh seorang saja yang
bertindak sebagai penjual.

3) Tanah hak yang bersangkutan boleh diperjualbelikan dan tidak sedang
dalam sengketa. Mengenai tanah-tanah apa saja yang dapat
diperjualbelikan telah ditentukan dalam UUPA, yaitu:

a) Hak Milik (Pasal 20)

b) Hak Guna Usaha (Pasal 28)

c¢) Hak Guna Bangunan (Pasal 35)

d) Hak Pakai (Pasal 41).**

b.Syarat formal

Setelah semua persyaratan materiil terpenuhi, maka syarat formal yaitu
pembuatan akta jual beli atas suatu tanah yang dibuat oleh PPAT dan
ditandatangani para pihak dihadapan PPAT.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa petjanjian jual beli tanah
merupakan suatu perjanjian dimana para pihak mengikatkan diri untuk melakukan
perbuatan hukum jual beli dimana tanah menjadi obyek nya, perjanjian jual beli
tanah harus memenuhi syarat materiil serta syarat formil, dimana syarat materiil
menentukan akan sahnya suatu perjanjian jual beli tanah tersebut, setelah

persyaratan materiil terpenuhi, maka jual beli tanah tersebut dilakukan pembuatan

**Lihat Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960
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akta jual beli atas tanah yang dibuat dan ditandatangani dihadapan PPAT yang

juga hal tersebut merupakan syarat formil.

B. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

Untuk mengetahui siapa sebenarnya yang dimaksud dengan penjabat
tersebut yang seterusnya disebut Penjabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tersebut
maka oleh pemerintah diterbitkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 10 Tahun
1961 tentang Penunjukan Pejabat yang Dimaksud Dalam Pasal 19 Peraturan
Pemerintah No 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri
Agraria Nomor 11 Tahun 1961 tentang BentukAkta (Selanjutnya disingkat PMA
No. 11 Tahun 1961).

Perubahan istilah Penjabat Pembuat Akta Tanah menjadi Pejabat Pembuat
Akta Tanah (PPAT) terjadi dengan adanya Peraturan Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 1 Tahun 1989 tentang Instruksi Menteri Dalam Negeri No.16
Tahun 1983 tentang Ketentuan Bentuk dan Penggunaan Stempel Jabatan, stempel
dinas, kop naskah dinas dan papan nama instansi di Lingkungan Organisasi
Pemerintahan Daerah dan Wilayah dan surat Menteri Pertanian dan Agraria
tanggal 8 Mei 1984 No. Sekra 9/2/12 tentang Instruksi Bagi Para Penjabat
Pembuat Akta Tanah , untuk memasang papan jabatan di depan tempat kerjanya
dan perihal bentuk jabatan penjabat. Semenjak berlakunya peraturan ini, maka
istilah Penjabat Pembuat Akta Tanah berubah menjadi Pejabat Pembuat Akta

Tanah.
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Dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Agraria No. 10 Tahun 1961 tentang
Penunjukan Pejabat yang dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No 10
Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan sebagai berikut:

Yang dapat diangkat sebagai penjabat adalah:

1. Notaris

2. Pegawai-pegawai dan bekas pegawai dalam lingkungan Departemen Agraria
yang dianggap mempunyai pengetahuan lain cukup tentang peraturan-
peraturan pendaftaran tanah dan peraturan-peraturan lainnya yang
bersangkutan dengan persoalan peralihan hak atas tanah.

3. Para pegawai pamongpraja yang telah melakukan tugas seorang penjabat.

4. Orang-orang lain yang telah lulus dalam ujian yang diadakan oleh Menteri
Agraria.

Berdasar di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Sulawesi Utara, maka
dapat diketahui bahwa Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) bertugas pokok
melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai
bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau
Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, yang akan dijadikan dasar bagi
pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan
hukum itu.

Dalam rangka melaksanakan tugas pembuatan akta otentik atas perbuatan-
perbuatan hukum yang merupakan bagian dari pada kegiatan pendaftaran tanah,

kewajiban yang harus dilakukan PPAT pada saat pembuatan akta yang wajib
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harus dipenuhi oleh PPAT yaitu Sebelum pembuatan akta, PPAT wajib
melakukan pengecekan atau pemeriksaan keabsahan sertifikat tanah dan catatan
lain pada kantor Badan Pertanahan Nasional setempat dan menjelaskan maksud
dan tujuannya, kewenangan PPAT berkaitan dengan akta peralihan hak, akta
pembebanan hak tanggungan dan akta surat kuasa membebankan hak tanggungan
(SKMHT), dalam pembuatan akta tersebut tidak diperbolehkan memuat kata-kata
" sesuai atau menurut keterangan para pihak" kecuali didukung oleh data formil.
PPAT juga berwenang menolak pembuatan akta yang tidak didasari dengan data
formil.

Selanjutnya menurut Bapak TAUFIK JAN LATAMU, S.H., M.Knselaku
Notaris dan PPAT di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, PPAT tidak
diperbolehkan membuat akta atas perbuatan hukum sebagian bidang tanah yang
sudah terdaftar atau tanah milik adat sebelum diukur oleh Kantor pertanahan dan
diberikan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB). Dalam pembuatan akta,
PPAT wajib mencantumkan NIB atau nomor hak atas tanah, nomor Surat
Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta
penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai dengan keadaan lapangan. Pejabat
Pembuat Akta Tanah (PPAT) mempunyai kewenangan membuat akta otentik
mengenai semuaperbuatan hukum mengenai hak atas tanah yang terletak di
dalam daerah kerjanya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak TAUFIK JAN LATAMU,
S.H., M.Knselaku Notaris dan PPAT di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara,

maka dapat diketahui bahwa dalam suatu pembuatan akta jual beli tanah peran
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PPAT adalah ikut serta dalam perjanjian jual beli tanah sebagai perantara
sekaligus saksi akad jual beli yang dilakukan para pihak yang kemudian
membuktikannya dengan membuat Akta Jual Beli (AJB), sebelum membuat AJB
terlebih dahulu PPAT melakukan pemeriksaan sertipikat hak atas tanah dengan
mengajukan permohonan, diterima pada loket di Kantor Badan Pertanahan
Nasional (BPN), dilakukan kegiatan pemeriksaan sertifikat tanah, kemudian
pemberian tanda bukti pemeriksaan dan pengambilan hasil pemeriksaan pada
kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN), selain itu kewenangan PPAT dalam
proses jual beli tanah adalah melaksanakan tugas pokok yaitu seorang PPAT
mempunyai kewenangan membuat akta otentik mengenai semua perbuatan
hukum mengenai hak atas tanah terletak di dalam daerah kerjanya.

Berikut data pembuatan akta jual beli tanah di Kantor Notaris/PPAT
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dari tahun 2020 sampai dengan 2022,

dapat dilihat sebagai berikut :

No Tahun | Jumlah pembuatan akta jual beli tanah di | Keterangan
Kantor Notaris/PPAT Bapak TAUFIK
JAN LATAMU, S.H., M.Kn
1 2020 15 Selesai
2 2021 4 selesai
3 2022 1 selesai
20

Sumber data: Kantor Notaris Bapak TAUFIK JAN LATAMU, S.H., M.Kn
Berdasarkan tabel diatas pada tahun 2020 jumlah Akta Jual Beli yang di

selesaikan yaitu 15 akta, selanjutnya pada tahun 2021 jumlah Akta Jual Beli yang
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di selesaikan yaitu 4 akta sedangkan pada pada tahun 2022 jumlah Akta Jual Beli
yang di selesaikan yaitu 1 akta. Dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa
terjadi penurunan dalam pembuatan akta jual beli setiap tahunnyayaitu dari tahun
2020 sampai pada tahun 2022 .

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak TAUFIK JAN LATAMU,
S.H., M.Knselaku Notaris/ PPAT di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
yaituselain biaya pembuatan Akta Jual Beli yang terlalu tinggi seorang PPAT
juga mendapat kesulitan atau hambatan dalam pembuatan Akta Jual Beli yaitu :

1. Sertipikat hak milik tumpang tindih

2. Sertipikat hak milik masih diagunkan dibank

3. Sertipikat hak milik terdapat sengketa

4. Sertipikat hak milik hilang/ tercecer

5. Sertipikat hak milik terdapat blokir baik internal maupun eksternal

6. Sertipikat hak milik pemiliknya sudah meninggal dunia.

Akta yang di buat oleh PPAT di buat dalam bentuk asli dalam 2 (dua)
lembar/rangkap, yaitu :

1) Lembar pertama sebanyak 1 (satu) rangkap disimpan oleh Pejabat
Pembuat Akta Tanah (PPAT) bersangkutan.

2) Lembar kedua sebanyak 1 (satu) rangkap atau lebih menurut banyaknya
hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang menjadi
obyek perbuatan hukum dalam akta yang disampaikan kepada Kantor
Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk keperluan pendaftaran, atau

dalam hal akta tersebut mengenai pemberian kuasa untuk dasar
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pembuatan akta pemberian hak tanggungan, dan kepada pihak-pihak yang

berkepentingan dapat diberikan salinannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Aswan Demawan selaku
Kasubid Pelayanan Hukum Umum pada Kantor Departemen Hukum dan Hak
Asasi Manusia Provinsi Sulawesi Utara, maka dapat diketahui mengenai
kewenangan notaris dalam pembuatan akta yang berkaitan dengan hak atas tanah,
secara yuridis formal Notaris berwenang untuk membuat akta tanah. Wewenang
Notaris dalam membuat akta tanah tersebut memiliki kekuatan hukum yang kuat
karena wewenang tersebut adalah berdasarkan pada Undang-Undang,.

Selanjutnya menurut bapak Aswan Demawan, Wewenang Notaris dalam
pembuatan akta tanah ini memang berbenturan dengan wewenang dari Pejabat
Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai Pejabat yang ditunjuk untuk membuat akta
tanah.

4.1.2. Dampak hukum dari akta jual beli tanahyang dilakukan dihadapan

PejabatPembuat Akta Tanah (PPAT)

Asas negara hukum adalah menjamin kepastian, ketertiban, dan
perlindungan hukum yang berdasarkan kebenaran dan keadilan. Kepastian,
ketertiban, dan perlindungan hukum menuntut lalu lintas hukum dalam kehidupan
masyarakat memerlukan alat bukti yang secara jelas menentukan kewajiban dan
hak seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat, demikian pula dalam hal
perjanjian jual beli tanah yang harus dibuat. sebelum secorang pejabat. Yang
berwenang dalam hal ini PPAT karena Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

berwenang membuat suatu akta dalam bidang pertanahan yang bersifat otentik.
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Akta otentik itu salahsalah satu bukti terkuat dan terlengkapyang memiliki
peran pentingdalam setiap hubungan hukum dikehidupan komunitas. Dengan
perbuatankewajiban dan hak yang ditentukan secara otentikpara pihak, menjamin
kepastianhukum, dan pada saat yang sama diharapkan bahwadapat menghindari
perselisihandi kemudian hari. Meskipun perselisihantentang peralihan hak atas
tanahtidak dapat dihindari, makadalam proses penyelesaian sengketamengatakan,
akta otentik yangbukti tertulis terkuat dan terlengkapdapat memberikan kontribusi
nyatadalam menyelesaikan kasus tersebut.

Dampak hukum dari adanya pembuatan akta jual beli atas suatu tanah
adalah berpindahnya penguasaan hak atas tanah yang menjadi obyek pembuatan
akta jual beli tersebut, penguasaan hak tersebut dari penjual berpindah kepada
pihak pembeli. Dampak hukum lain yang timbul dari perjanjian jual beli tanah
yaitu:

(1) Terciptanya syarat-syarat baru yang berupa peraturan-peraturan atas dasar
kesepakatan para pihak yang melakukan perjanjian.
(2) Timbulnya kewajiban untuk menaati terhadap Undang-undang yang
tercipta dari adanya kesepakatan para pihak.
Bersadar pada penjelasan diatas, maka dapat diketahui bahwa suatu perbuatan
hukum akan menimbulkan akibat hukum pula, dalam hal ini akibat hukum yang
timbul dari perjanjian jual beli atas suatu tanah adalah terciptanya kewajiban dan
hak antara pihak penjual dan pembeli yang melakukan perjanjian jual beli
tersebut, serta menyebabkan beralihnya hak atas tanah dari penjual beralih kepada

pihak pembeli setelah perjanjian jual beli tanah tersebut dilaksanakan dengan
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membuat akta yang dibuat dan ditandatangani oleh dan dihadapan pejabat yang
berwenang dalam hal ini PPAT dan akta yang dibuat PPAT merupakan akta
otentik yang merupakan salah satu alat bukti terkuat dan terpenuh.

Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam permbuatan
aktajual beli tanah yaitu:

PPAT melaksanakan sebagian dari kegiatan pendaftaran tanah dengan
tugas pembuatan akta (otentik) sebagai bukti telah dilakukan perbuatan hukum
tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas tanah yang dijadikan dasar
bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh
perbuatan hukum itu di daerah kerjanya yang ditentukan oleh pemerintah
(kompetensi absolute) yakni kabupaten atau kota satu wilayah dengan wilayah
kerja Kantor pertanahan, dan untuk PPAT sementara (Camat ) adalah wilayah

jabatan camat saat menjabat.



BAB YV

KESIMPULAN

5.1. Kesimpulan

Dalam penelitian ini bisa disimpulkan sebagai berikut :

1)

2)

Kewengan Notaris/PPAT dalam pembuatan akta jual beli adalah suatu
unsur yang tidak dapat dilepaskan karena peran Notaris-PPAT sendiri
adalah sebagai satu-satunya pejabat yang diberikan kewenangan oleh
Pemerintah untuk membuat akta otentik. Selain itu, kewenangan
Notaris/PPAT juga adalah sebagai pejabat yang mencatat dan menjadi
saksi atas suatu perjanjian yang tdibuat oleh kedua belah pihak. Peran
Notaris/PPAT dalam pembuatan akta jual beli hak atas tanah adalah
membantu terciptanya tata tertib administrasi pertanahan, karena
sebagai  aparat penyelenggara  kepentingan umum  dapat
menyelenggarakan administrasi pertanahan dengan tertib dalam hal
pembuatan akta jual beli hak atas tanah.

Dampak hukum dari adanya pembuatan akta jual beli atas suatu tanah
adalah berpindahnya penguasaan hak atas tanah yang menjadi obyek
pembuatan akta jual beli tersebut, penguasaan hak tersebut dari penjual
berpindah kepada pihak pembeli. Dampak hukum lain yang timbul
dari perjanjian jual beli tanah yaitu: 1)Terciptanya syarat-syarat baru
yang berupa peraturan-peraturan atas dasar kesepakatan para pihak

yang melakukan perjanjian.2)Timbulnya kewajiban untuk menaati
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3) terhadap Undang-undang yang tercipta dari adanya kesepakatan para

pihak.

5.2. SARAN
Dalam skripsi ini peneliti memberikan saran danmasukan yaitu berupa :

(1) Diperlukan adanya penjelasan kepada masyarakat akan tentang pentingnya
pembuatan akta jual beli, mengingat ini menyangkut peralihan hak
seseorang kepada orang lain dan peralihan tersebut harus dapat dibuktikan
dengan adanya pembuatan akta jual beli secara tertulis yang dihadiri oleh
kedua belah pihak yang di tanda tangani di hadapan Notaris/PPAT.

(2) Bagi para Notaris/PPAT agar memberikan harga yang terjangkau atau
yang lebih rendah terutama bagi masyarakat kelas menengah kebawah

yang membutuhkan bantuan dalam pembuatan akta jual beli tanah.
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